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""::c:ang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
_ Ianusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

-cr:::1or 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
ndonesia omor 3886); 

Indang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 
=..:::gkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 
. ·egara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) 
ebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

- Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
Saro angun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2-55); 

Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
c.donesia Tahun 1945; 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) 
Jndang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

can Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 
tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif 
Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan perlu 
:::enetapkan Peeraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa 
Rokok; 

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 
.. ahun 2010 ten tang Kawasan Tan pa Rokok tidak sesuai 
:agi dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 
2 12 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat 
Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan karena 
· -- perlu diganti; 

BUPATI BUNGO, 

D=. "GAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

KAWASAN TANPA ROKOK 

TENTANG 

?ERi\TURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO 

NOMOR _a TAHUN 2016 

BUPATI BUNGO 
PROVINS! JAMBI 



- T" ' y• ' 3 _ . ::ca::g-unc.a:1g . 

_2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
. ·egara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran .. egara Republik Indonesia Nomor 
523~)· 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
. 'omor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072); 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
• omor 5063); 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
. [omor 5059); 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

omor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
. [omor 4 725); 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan 
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
. omor l 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4586); 

7. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4301); 

- .... ...,_ 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4235); 

5. 

·ndang-t;ndang .. iomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 1999 
. romor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan 

Jndang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
1 ·omor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
.. omor 3969); 

-2- 



satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk 
dan/ a tau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, 
atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman 

• I.CO.iana rustica dan spesies .ainn_·a atau sintetisnya 
mengandung nikotin dan tar ·0-5c::.:J. atau tanpa bahan 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

rac ini yang dimaksud dengan: 
·:: upaten Bungo. 
aerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

==-~ dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
- nomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara 

~------ - ... ;:_ ··. Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
epublik Indonesia Tahun 1945. 

aerah adalah kepala daerah se bagai unsur penyelenggara 
:r:::e:::::=::::E.~--~ daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

_ - - · ·e.\·enangan daerah otonom. 
- - = -. Bupati Bungo. 

,.. c .ci:an Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 
Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara 

MEMUTUSKAN: 

ffi.'\.: DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK 

BUPATI BUNGO 

dan 

Dengan Persetujuan Bersama 

RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO 

-~-~-- ndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Daerah (Lembaran Negara Republik 

.::c:c:c~:::.- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
epublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

::r':::c:::::-;,a- kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
: Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

- _- .ndang Nornor 23 Tahun 2014 tentang 
~=:e::~-:..-:1:tahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
zra Republik Indonesia Nomor 5679); 

-_-an Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang 
'=-------=~:::anan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa 
~ - ~ Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara 

_:JS{ Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan 
oaran Negara Republik Indonesia Norn.or 5380); 

---::-5- ·ndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
-~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
· mor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

..=:.:==;:s::";a:: • ·omor 5494); 
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..------·· :;-e- erapan KTR adalah: 
- asan Tanpa Rokok: 

- ::::fa ruang merokok di tempat umum/tempat kerja tertutup; dan 
-----·- pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau 

Pasal 3 

perlindungan masyarakat dari dampak buruk merokok baik 
--...:;."'g raaupun tidak langsung; 

::::1:=~5~ • rimbulnya perokok pemula; dan 
_........_·_..,-=,.;a. tKan kesej ah teraan masyarakat. 

'.:11,,,,.---- Daerah ini bertujuan untuk: 
-:- ·::: :kan derajat kesehatan melalui peningkatan pengetahuan, 

- - - a..."1., kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk 
~....:...--...;..::i:a.sa membiasakan hidup sehat; 
-.......-_-:.,-·T·d.kan ruangan, kawasan dan area yang bersih, sehat, dan bebas dari 

BAB II 

TUJUAN DAN PRINSIP 

Pasal 2 

Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk 
---'--"""--_,.--o. enggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, 

- ·• ~aupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah 
- - da.."1/ a tau masyarakat. 
p.c.: Proses Belajar Mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan 

::::,,.:.:- mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, 
,.-.:- an tinggi, tempat kursus, PAUD, TPA, termasuk ruang perpustakaan, --= praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya. 

_ .... _- ... - ... • Ibadah adalah sarana untuk melaksanakan kegiatan keagamaan 
..,....._,...,...,_:. mesjid, mushalla, gereja-kapel, pura, wihara, klenteng dan tempat 

amnya. 
--- Anak Bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan 

- • -anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat 
---~::;;..,· ...... - anak-anak dan lainnya. 
_._....,_ -: rtar; Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa 

i,_.._...- .. araan darat, air dan udara. 
__ ....,- .... -: ·- erja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup a tau terbuka, 

atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki 
----·---_....,_ cerja untuk keperluan suatu usaha. 

=--: Imurn adalah sarana yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan 
- _ ~ untuk berbagai kegiatan. 

dan/atau Penanggungjawab adalah seseorang yang mempunyai 
-aT" wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggungjawab atas 

~--.:.....:..:a ternpat atau ruangan kegiatan. 
.erja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah 

__.__._.""--- ·erja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran 
carang daerah. 

adalah kegiatan membakar dan, atau menghisap rokok. 
Tanpa Rokok ~ ·ang selanjutnya clisingkat KTR, adalah ruangan 

- - area _ ·ang dinyatakan clilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan 
iuksi, menjual, mengiklankan, dan/ a tau mempromosikan produk 



c. angki t.an 6 

- - -....:a..-:. ro~ ter: I loS1.li{ kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, 

- -;;a.: lainnya yang dipergunakan sebagai tempat ibadah sesuai dengan 

,__"'_,~-~pok bermain; 
~ ...:.?fill anak; 

-.:::fuan anak usia dini (PAUD); 
--an kanak-kanak; dan 
meat lainnya yang dipergunakan sebagai tempat bermain anak-anak 

-- _ oerkumpulnya anak-anak; 

-;:-a.: badah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: 
- -::: iid mushola; 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

itas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 
- =-~ ... sakit; 

rumah bersalin; 
filonik· ~ ' 

- _ kesmae; 
- - ::: · pengobatan; 

ratorium; 
_ - yandu; 

pa praktek kesehatan swasta; dan 
ezapat pengobatan tradisional; 

~: proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

me iputi: 
";: ilitas pelayanan kesehatan; 
cempa proses belajar mengajar; 
temoat anak bermain· . ' 
- .. -pat ibadah; 
agkutan umum; 

t : -· itas olah raga; 
c:. tempat kerja; dan 

- rcpa umurn dan tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan 

BAB III 

KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) 

Pasal 4 

-;: - n engij nkan dan atau rnembiarkan orang merokok di KTR adalah 
- - ta.. gan dengan hukum. 



(3 Larangan 7 

- · - p orang dilarang merokok di KTR. 

ap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, 
- atau membe = rokok di KTR. 

BAB IV 

LARANGAN DAN KEWAJIBAN 

Pasal 6 

pa- khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hams 
--- uhi persyaratan: 
we- .... pakan tern pat terbuka. 

- ..e=?isah secara fisik dan terletak di luar gedung. 
:a:.:.n. dari pintu masuk dan keluar; dan 
:.a;..£ dari tempat orang berlalu-lalang. 

ebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d 
- - ........ ruf e merupakan kawasan yang be bas dari asap rokok hingga batas 
_::..: :erluar atau dengan batas lainnya yang ditentukan. 

sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, huruf g dan huruf h 
--_,,.pakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air 

--: atap paling luar {disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing). 

__ s bagi tempat kerja dan tempat umum menyediakan tempat khusus 

Pasal 5 

- zapat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi: 
pasar modem; 

- ~asar tradisional; 
:em pat wisata/ rekreasi; 

- :empat hiburan; 
no el; 
res oran; 

_ :empat arena olah raga; 
aalte; 
terminal angkutan umum; dan 
:erminal angkutan barang. 

Fasi itas olah raga sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi: 
a, stadion olah raga; 
c. :apangan olah raga; 
c, tempat-ternpat lain yang dipergunakan untuk berolah raga; 

- .. mpat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi: 
:: perkantoran pemerintah baik sipil maupun TNI dan POLRI; 

. perkantoran swasta; 
- industri; 
- bengkel; dan 

stasiun pengisian bahan bakar umum {SPBU). 

an gku tan an tar rota: 
- angkutan pedesaan. 

-6- 



b. mengusulkan ....... 8 

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berbentuk: 
a. mernberikan saran, pendapat/ pikiran, usulan dan pertimbangan 

berkenaan dengan pernantauan dan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok; 

BABV 
PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 9 
~asyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan KTR. 

__ ap Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR sebagaimana dimaksud 
:- a an Pasal 5 wajib: 
a. rnelakukan pengawasan internal pada pada tern pat dan/ atau lokasi yang 

rnenjadi tanggung jawabnya. 
zaelarang setiap orang perokok untuk tidak merokok di KTR di wilayah 
yang menjadi tanggungjawabnya. 
meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang 
menjadi tanggung jawabnya. 
memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua 
pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan 
mudah terbaca dan/ atau didengar baik. 

Benruk dan besaran tanda-tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud 
ca lam ayat (1) huruf d, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 8 

orang dan/ a tau Badan yang menyelenggaran reklame rokok dan/ atau 
-- - tembakau wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

..:-- · diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok; 
·-- · ·; etakkan dijalan utama atau protokol; 

-- =Z-a :ckan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan a tau 
- :: :- u:i.llg· dan 
- ::: -· ooleh melebihi ukuran 72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi). 

Pasal 7 

Setiap orang atau badan yang boleh melakukan penjualan sebagaimana 
f atur pada ayat (3) dilarang menjual produk tembakaunya dengan cara 
-e::iajang dan/atau menempatkannya pada tempat yang dapat terlihat dan 
-..,.-:angkau langsung oleh pembeli. 

: tiap orang atau badan yang boleh melakukan penjualan sebagaimana 
:::.a:ur pada ayat (3) dilarang menjual produk tembakau kepada anak 
-·::>awah umur 18 tahun. 

~-angan kegiatan memproduksi produk tembakau tidak berlaku bagi 
- ... mpat yang digunakan untuk kegiatan produksi Produk Tembakau di 
ingkungan Kawasan Tanpa Rokok. 

Larangar meniua. dan membeli sebagairnana dimaksud pada ayat (2) 
·· cec ...... a,ikan unruk tempat urn.um yang biasa untuk menjual produk 
:e......,bakau. 

-7- 



Pasa, .2 9 

· inaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh 

-u sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: =-~ yang tugas pokok dan fungsinya dibidang kesehatan melakukan 
:; zabinaan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan; =- .:-:>D yang tugas pokok dan fungsinya dibidang pendidikan dan bidang 

- al melakukan pembinaan terhadap KTR tempat proses belajar 
Dl~gajar dan tern pat anak bermain dan/ a tau berkumpulnya anak-anak; =- ~0 yang tugas pokok dan fungsinya dibidang kesejahteraan rakyat 
- e.akukan pembinaan terhadap KTR tern pat ibadah; 
:K?D yang tugas dan fungsinya dibidang perhubungan melakukan 
pe::::binaan terhadap KTR angkutan umum; =- :-on ·ang tugas dan fungsinya dibidang olahraga melakukan pembinaan 
terhadap KTR fasilitas olahraga; 
-:~D yang tugas pokok dan fungsinya dibidang ketenagakerjaan 
zaelakukan pembinaan KTR tempat kerja; dan 

i" -~D yang tugas pokok dan fungsinya dibidang pariwisata dan bidang 
~llubungan melakukan pembinaan KTR tempat umum. 
:.::~D yang tugas dan fungsinya dibiclang ketertiban umum melakukan 
oem binaan seluruh KI'R. 

- -:...~ KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan 
- 5 · sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR. 

-:-- · mendelegasikan pembinaan KTR kepada Kepala SKPD. 

- ::- ...: melakukan pem binaan seluruh KTR di wilayahnya. 

Bagian Kesatu 
Pembinaan 

Pasal 11 

BABVI 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

- c2ap orang berkewajiban ikut serta memelihara dan meningkatkan 
- auras udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok. 

d.ap orang dapat ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan 
-.:-;rak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/ atau lingkungannya. 

Pasal 10 

- mengi .... suixan suan zempar atau area menjadi Kawasan Tanpa Rokok; 
- -e,....,berikan bimoicgan penyuluhan dan penyebarluasan informasi 

r , ... pada masyarakat tentang Kawasan Tanpa Rokok; 
engingatkan atau menegur perokok untuk. tidak merokok di Kawasan 

Tanpa Rokok; 
-emberitahukan kepada Pengelola Gedung dan Pimpinan Kawasan 
Tanpa Rokok jika terjadi pelanggaran; 
melaporkan kepada Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, dan SKPD/UKPD 
zerkait jika terjadi pelanggaran; dan 

- - elakukan upaya hukum dalam rangka penegakan Kawasan Tan pa 
Rm,ok. 



o. SKPD O 

-;2n sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
'.:KPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang kesehatan melakukan 
pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan; 

- ... KPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang pendidikan dan bidang 
sosial melakukan pengawasan terhadap KTR tempat proses belajar 
::::engajar dan tempat anak bermain dan/ atau berkumpulnya anak-anak; 
:::KPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang kesejahteraan rakyat 
zaelakukan pengawasan terhadap KTR tempat ibadah; 
:KPD yang tugas dan fungsinya dibidang perhubungan melakukan 
pengawasan terhadap KTR angkutan umum; 
SKPD yang tugas dan fungsinya dibidang olahraga melakukan pengawasan 
:erhadap KTR fasilitas olahraga; 
:KPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang ketenagakerjaan 
rnelakukan :;,e::ga_'""'"C:.Sc• ::TR tempat kerja; dan 

~ _::gawasan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan 
...:::gsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR. 

Pasal 16 

Daerah bersama-sama masyarakat dan/atau badan atau lembaga 
azau orgamsasi kemasyarakatan, melakukan pengawasan pelaksanaan 

Bagian Kedua 

Pengawasan 

Pasal 15 

=:.::aan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat dilakukan oleh: 
czasing-masing SKPD dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan 
--~ rangka pembinaan pelaksanaan KTR; 
~ kerja sama dengan masyarakat, badan a tau lembaga dan/ atau organisasi 
• -:- asyarakatan; 
:: upati dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah 
=- _ asa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan KTR 
·-=-,snruan lebih lanjut mengenai pembinaan KTR diatur dalam Peraturan 
= ..BJati. 

Pasal 14 

_ · - aan pelaksanaan di KTR, berupa: 
ilitas; 

·-:,·ngan dan/atau penyuluhan; 
_ - berdayaan masyarakat; dan 
=-=-~apkan petunjuk teknis. 

Pasal 13 

=--==binaan pelaksanaan k.'TR dalam rangka pengembangan kemampuan 
, asyarakat untuk berperilaku hidup sehat. 

_ ~binaan pelaksanaan KTR dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud 
Pasal 11 ayat (2) sesuai bidang tugasnya dan/ atau wewenangnya di 

ah koorclinasi Dinas Kesehatan. 

Pasa.112 
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(2) ata Cara, ..... 1 

H"- :in.an atau penanggung jawab KTR dapat dikenakan sanksi berupa: 
peringatan tertulis; 
oeTighentian sementara kegiatan; dan/ atau 

- .; ncabutan izin: 

BAB VIII 

SANKSI ADMINISTRATIF 

Pasal 22 

-a""! hasil pengawasan terdapat atau diduga terjadi pelanggaran 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan/ atau 

-------.~- Dearah ini, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat 
rindakan sesuai dengan kewenangannya. 

BAB VII 

PENYIDIKAN 

Pasal 21 

natan, Satpol PP, dan SKPD lainnya secara bersama-sama dapat 
-..-..,..--.:.=-:;- .nspeksi terhadap KTR. 

Pasal 20 

a:a.:::si£:::::::::1 zispeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 
:..8 harus mengacu pada formulir atau lembar pengawasan 

tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak 
'1:"'~ii:::.LE.-z.:- dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 19 

peksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
~i::t~~-: kepada Bupati. 

-- berkoordinasi dengan SKPD lainnya wajib melakukan inspeksi dan 
:m::::JiiCJ::::.-:-::::-s.:-:.:"1 ke seluruh gedung di wilayah kerjanya. 

pimpinan dan/ atau penanggung jawab KTR wajib melakukan 
"1 pengawasan di KTR yang menjadi tanggung jawabnya. 

pimpinan dan/ atau penanggung jawab KTR harus melaporkan 
_·. i dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 

setiap 3 (tiga) bulan sekali. 

Pasal 18 

-:r:::::~-:--aa.san sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh 
'3m::~--=a.-s:.::-g instansi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing 
-=:m::a. --~...: melalui Sekretaris Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali. 

Pasal 17 

. "a...,g tugas pokok dan fungsinya dibidang pariwisata dan bidang 
_ ..... ...,,. .. ...::igan melakukan pengawasan KTR tempat um.um. 

_ ang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan 
_ ____,,_~.c:..sa....'1 seluruh KTR. 

- 0- 



BAB 12 

S :::.ap Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR yang menjual produk 
bakau terhadap anak di bawah umur 18 tahun dipidana dengan pidana 

Peniara maksimal 3 rtiga) Bulan atau denda maksimal 10.000.000 (sepuluh 
:..:.ra rupiah 

- tiap pengelola KTR yang tidak melakukan pengawasan internal, 
- erabiarkan orang merokok, tidak menyingkirkan asbak atau sejenisnya, 
.:...:=..::. tidak memasang tanda-tanda dilarang merokok di tempat atau area yang 
---yatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, 
.::~-uf b, huruf c, dan huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 

- lima belas) hari atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta 
--?iah). 

Pasal 26 

rang yang menyelenggarakan reklame rokok di wilayah Kabupaten Bungo 
7imana dimaksud dalam Pasal 7, dipidana dengan pidana kurungan paling 

- _ dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh 
- =--.?iah). 

Pasal 25 

_..._ ..... -...,...- orang atau badan yang mempromosikan, mengiklankan, menjual, 
- tau membeli rokok di tern pat a tau area yang dinyatakan sebagai KTR 

E:~_a:.:n-ana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dipidana dengan pidana 
-=-~""l paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling banyak Rp.5.000.000, 
: :-..:.~ rupiah). 

Pasal 24 

......._____..- rang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR 
c:~il.::::lana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1), dipidana dengan pidana 

gan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling banyak Rp. 50.000,- (lima 
__ ribu rupiah). 

BAB VIII 
SANKSI PIDANA 

Pasal 23 

___ _,,·~i sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh Bupati 
- ..:. Pejabat yang berwenang. 

- - cara pernberiaa sanksi administratif di KTR 
3 u pati dan/atau Kepala SKPD terkait memberikan peringatan tertulis 
cepada Pimpinan atau penanggung jawab KTR. 

apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, 
::impinan atau penanggungjawab KTR belum memenuhi ketentuan 
sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka kepada 
::::ipinan/penanggungjawab kawasan dimaksud diberikan sanksi berupa 
: nghentian sementara kegiatan; 
spabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak penghentian sementara kegiatan, 
:::.:npinan atau penanggungjawab KTR belum memenuhi ketentuan 
_ bagaimana tercantum pada huruf (b), maka kepada 
:::mpinan/ penanggungjawab kawasan dimaksud diberikan sanksi berupa 
_ ncabutan izin; 



~G PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINS! JAMBI 
_QR 3-2/2016 

H. RIDWAN IS . 
...LJ~ARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2016 NOMOR 

~dangkan di Muara Bungo 
zza canggal ~ Sa.~ ~M'v., er- 2016 
:::~QIBTARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO, 

Ditetapkan di Muara Bungo 
pada tanggal ~ ~~ ~ .,.,J,., e,f'- 2016 

• :;.I setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
- erah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo. 

aturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 

Pasal 28 

- ~ saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 
:-ahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten = _::oo Tahun 2010 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

BABVIll 

KETE TUAN PENUTUP 

Pasal 27 



rerangan Ukuran dan Besaran Gambar (maksimal): 
zientasi : Portrait 

ar : 40 cm 
- -<ang : 50 cm 
_ r:--:.e er : 30 cm 

BUPATI BUNGO, 

TANDA LARANGAN MEROKOK 

?::::<.-\::-· ;R..\1- D.~~ ... H KAB ""PATE~ .. B -. ·ao 
_. .,f OR ! ~AH - ... 20 6 
Z:. TANG 

.. VASAN TANPA ROKOK 
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